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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  LATAR BELAKANG PERKASALAHAN 

Manusia itu hidup dalan ketergantungan, 

dinana antars nanusia satu dengan nanusis lainnya 

saling nenbutuhkan, naka akan neninbulkan sustu hake 

dan kerwaiban pads diri nasingnasing nanusis 

tersebut. Hak dan kewajiban nanusis itu akan terus 

elekat pads diri nanusis sanpai hukun enentukan 

sebaliknya. 

Selanjutnya J.B Daliyo, SH dalan bukunya 

Pengantar Ilnu Hukun, enyebutkan bahwa 

"Manusia didalan hidup bermasyarakat 
nenpunyai tujuan untuk tenenuhi 
kebutuhannya, sehingga dengan tujuan ini 
akan menunjukkan bahwa diantara sesana 
angota nasyarakat teradi hubungan atau 
kontak dalan rangka nencapai dan melinduni 
kepentingannya sehinggda manusia sebagai 
pribadi pads dasarnya dapat berbuat bebas. 
Tetapi nanusis sebagai nakhluk sosial yang 
hidup di nasyarakat _tidak_,dapat berbust 
bebas nenurut kehendaknya. J 

Karena anusis nerupakan z0on 

politikon" yaitu bahwa nakhluk yang senantiasa 

berkelonpok atau bernasyarakst dengan sesananya. 

Dan pads kenyataannya kite tidak dapat nemungkiri 

1) J.B Daliyo, 
Granedia, Jakarta, 1989, 

Penantar 
hal. 15. 

Ilru Hu kum, PT. 



baha didalam hidup bermasyarakat, ha mans akan 

menimbukan keresahan sosial 

(letuk mengatast adsnya perbenturan oesame anggota 

masyarakst, maka mereke aengernhkan sebagian hak 

mereka. Kepade penguasa yang dalm hal fni negera. 

Se)nndutny negnrn melalui aparntnya yang aknn 

membuat peraturan-peraturan hukum untuk mensattr 

d8n kewsJiban 

kepentingan hek-hak tersebut dipenuht gebagaimana 

mest1nya. Perturnn-peraturan hnkm yang telab 

digartckan oleh negara tersebut bertuuan untuk 

menetrslisir dnn mengelihkan konfIik ke arah 

kesetmbangan yang dspat diterime oleh maeyarakat. 

padn dasarnyn pemerintah secara fnngsional 

ntuk memenuhi hak dan kewaJiban. 

ewniban dilakukan dengnn melakssnakan pembsngnan 

mania [ndoneolo eutuhnya. Proses pembangunan 

msnnsis ilaknkan tahp demi tshap yang man8 

diwuJntkan dalam program PELITA yang merupakan 

na]ah sntn eekor penting dalm proses pembangnnn 

yang direlekstkan lewat PELITA tereebut ya±tu 

bidng etan sektor hukm, yang meliputi sarans dan 

prasarana hukum baik yang berupa pernndang-undangsn 

map sarnna penunJnng yang berupn perangknt 

kerat, Balai Harta Peninggalan yang dikenal sebagal 

Weest.h Peele Kameer ada]sh merup&ken arena 

penunJang yang berupa perangkat keras dalam 



pelaksansen lemboga-lembaga hukum yang bertug4# 

menangani harts penlnggalan eehubunsan den@an 

pewariean, kepsilitan dan harta yang tidak terurus. 

Sehubungan dengan hal diatas negare melalui 

aparatnye khususnya aparat yang terhimpun dalam 

Departemen Kehakiman telah berusaha untuk 

melsksanekan fungsi yuridikasinya eebagai salah 

tu sarana penundang pembangunan nasonal. 

Agar pelaksanaan fungei yuridikaeinya dapat 

bersaln dengan balk dan terarah, make dalam 

Departemen Kehakiman dibentuklah Direktorat 

Jenderal Hukum dan Perundangundangan yang 

mempunyai tugas sebagai Law drafting, Law 

executing, Lew aplication sesuat dengan name dan 

tugesnya. Direktorat Jenderal Hukum dan perundang­ 

undangen, Departemen KehakAman sebagal alat 

pemerintah delam andilnya bergerak di bidang hukum. 

Selah satu unit yang berada dalam lingkup Dir'en 

Hukum den perundang-undangan adaleh Baled Herta 

Pentnggalen (BHP) dan Balai Harta Peninggalan 1tu 

berade di bewah ingkungan Direktorat Perdata. 

Dalam lspangan keperdataan, khususny8 

mengenai hak-hask snak yang mash dibawah umur, 

bahken yang masth dalsm kandungan d1lindungi oleh 

ndang-Undang. yattu dalm Pase] 2 KUH Perdata, 

ysng berbuny! : 

3 



"Anak vans ada dalam kandungan eorang 

perempuan diangsap sebagai telsh dilahirkan 

bilamans Juga kepentingan ei ans 

menghendakinye" 

Dari bunyi Pnsal 2 KUH Perdata tersebut dapat 

terlihst adanya pesal yang bersifat fiksi. Disitu 

Undang-Undang sangat memperhatikan nasib kehidupan 

ahli waris anak di bawah umur, terutama anak yans 

masih dalam kandungan seteleh sa]ah satu dart orang 

ta mereke meningqal dunie. 

Dalam hukum warise ketentuan pasa] 2 KUH Perdata 1ni 

sandat 

de lam 

pentins untuk melindung\ anak yang math 

kandungan, supaya mendapat bagen warisan 

pembag1an 

dibawah 

atau hak dart harts warisan yang tams seperti anak 

lainnya sebagat kwan war1snya. 

Berka±tan den@an pelaksanaen 

warisen itus sehubungan dengan adanya anak 

mur den anak yans meeth dalam kandunsan, yang kta 

tahn bahws anak yang masih dbawah umur serte yang 

masih dalam kendungan itu tidak dapat berbuat hukum 

send1rt, eehingga diperluken bantuan dari seseorang 

atau orang tuanya untuk mewakilt kepentingan anak 

tersebut. Apab1la kelak di kemudan hart 

kpent ingan anak disanggu karena sengketa mensenei 

hart.a warisen oleh pihak kelnarga peweris makn anak 

tereebut (ahli waris) harus bica menunJukkan bukti 

bukti bahws 1e ahli warin yang sah dari pewarie 

dengan bukti-bukti otentik yang menguatkan 

kedudukan ahli warts tersebut misalnye dengan akte 

4 



notariil. Dan pengertian dari akte notariil adalah: 

Tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat 

bukti, dinana akte terbuat dibuat di 

Notaris atau pejabat yang berwenang" 

Disinilah kemudian diperlukan adanya pihak 

ke III (tiga) sebagai pengawas terhadap pelaksanaan 

penbagian harta warisan tersebut dan Ju8a untuk 

hadspan 

@wakili kepentingan anak (ahli waris) dalan 

akta elakukan tindakan hukum dalan penbuatan 

notariil, yang di Indonesia tuas pensawasan 

tersebut dilakukan oleh Balai Harte Peninggalan. 

Kepentingan ahli waris terrasuk ahli waris anak 

dibawah unur dan yang nasih dalan kandungan yang 

dilindungi seperti tornsksud dalan pasal 2 KUH 

Perdata tersebut, baru bisa terlaksana apabila ada 

kenatian. Sebagaimans tersebut dalan pasal 830 KUH 

Perdata, yaitu : 

pearisan 

kenatian" 

hanya berlangsung karens 

Adapun yang dinaksud dendan warisen nenurut liboo 

Reksopradoto, SH adalah : 

"Suntu cars penyelesaian perhubugnan 
dalan nasyarakat tentans hak-hak 
kewajiban-kewajiban dari seseorand 
meningdal dunia tdentang kekayaan 
ditinggal da9,oara peralihanya kepada 
warisnya." 

2) \boo Reksopradoto, Hukun Maris, Seksi 
Perdata Fakultas Hukun Universitas Diponegoro, 
hal.1  

5  
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Menurt H.F.A, Vollmar, pelaksanaan kepent1ngan 

tau pemisahsn harts karun dilakukan tergantung 

dart keedaan-keadsan, Yaitu, apabile semua warls 

mempunyai pengelolean bebas etas bends-bendany, 

lagi pule mereke semua hadir, pemitahen harta dapat 

dtnkukan menurut cars sepert} yang dianggap balk 

oeh merek semuany% 3 

Jike hal ini tidak tertadi, maka pemisahan hart4 

k»run d1lakukan berdasarkan peal 1072 KUH Perdeta, 

vans berbunyi 

pemtcshan herta Peninggslan harus 
di langeungkan dengan qihadirt oelh Bale 
Herta Peningsalan, sebagaimans dlatur pads 
nyat kesatn pasal 417 Kitab Hukum 1ni, 
ceperti pun oleh wall don wall pengawas, 
snake/n bale itu tdak men)adi wall 
mapun wall pengawas", 

Der1 pan8l 1072 KUH Perdate tereebut diatas, 

ter]that bahwa pemicahan harta itu harus dilakukan 

d1 hndpan Bal&f Hert6 Peninggalan, sehingga disini 

dspat dieimpulkan bahwa peranan Bala1 Harte 

Peninggnlsn dalem pemisahen hart itu demi hukum 

tetp berperan cebogai wall pengawas, walaupun 1a 

tidsk bertindak nebagai walt yang ditunduk oleh 

para shlt warts atan pewarit dalem watiat 

3 

Perdate, 
Radowalt 

H.F.A.  Vollmar, Pengantar Studi Huku 

Ji1id I I ,  lerJemnahan I . S .  Adiwimarts, CV. 
Jakarta, 1984, hal. 38-39. 

6 



Judi dAlam hnl pemisahan harta tu kehadiran Balnf 

Harts Peninggalan sebagei walt pengawas adalah 

mutlak diperlukan. 

Apab1la Paesl 1072 KUH Perdata tersebut 

di&ta dihuhungkan dengan paeal 348 KUH Perdat4 

yang be rbunyi : 

JHkalan, etelah el suami meningeal dun\a, 
istr! menerangkan, atau setelah dipangel 
dengan sah tu, mengakuf bahwa ia sedans 
mengandung, maka Bala Harte Peninggalan 
harus mensed walt pengswas atas buah 
kandungan et istrt tadt, den berwa)ib 
mengadakan eesala tindakan yang perlu den 
mendesak guns menyemntkan dan mengurus 
harts kekayaannya, demikian itulah, balk 
untuk kebahagaan si anal, bilamana tnl 
hidup dilahirkannya, maupun untuk 
kebahaginan tegals mereke yang 
berkepentingan. 
Apable anak ttu hidup dilahirkan, maka 
aturan-atran biasa tentnng perwalian, 
harue diperhatikan. 

Mak dspatlah ditarik kesimpulan hahwa peranan 

Bale! Harts Peninggelan dalam pemisahan harts 

warisan, apabile sda annk di dalam kandungan, make 

Balai Hart Peninggalan disamping sebagai wall 

terhadap ans k yang mesih didalam 

pengampu 

kendunsan 

Jga berlaku sebagai wall 

terebut. Dan oetelah annk 1tu lahir dalama keadaan 

hidn maka berlakulah kembali hukum perwalan 1tn 

epert1 biass, dmsna Bali Hnrta Peninggalen hsnya 

berperan sebagat wall pengawas, Sedangkan orang tua 

yang manjh hidup (1bu) herperan sebagal 

pengampn terhadap anaknya tersebut. 

7 
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Kewad±ban orans tua sebagal wall dari anak 

naknya iks ada anak yang masih di bawah umur, 

maks kewadibannya yang utame setelah meningealnya 

tan ibn adalsh melakuken inventarisasi 

terhadap barang-barangnya 

Hn) int penttng dilskukan, karens untuk menetapkan 

hak yang dtdapat oleh snak tereebut. 

Terhndsp unmi atau tstrt yang hidup terlama yang 

tdok melskuken pembuatan inventarises! barang­ 

baran ternebnt dalam wnktu 3 (tigs) bulan setelah 

men tnggolnya st pewarle maka lo dapat dikenakan 

oaket ye1tu 

Pa0el 127 KUH Perdate, yaitu ; 

perestuan aken ber\alan 

apabtla men8untungkan cl anak. 

Pesa1 315 KUH Perdats, yaitu ; 

terus, 

bahwa 

hail",  

hactl 

mereko akan kehilangan "hak 

ya1tu hak untuk monikmat± 

harta kekayaan anak 1tu 

nikmat 

segal 

eperti 

ds)am Pal 311 KUH Perdat. 

Sanko! fnt depat dilskesnakan dengan 2 care, ye1tu 

e0srs "postenstelse]", dithat kasus per ka8us 

apakah menguntungken ctenak atau tidak, dan secara 

"en]do telee]", yattn dengan care membandingkn 

ant&ra celuruh harta peninasalon pads saat ol 

pewnris meningga) dunin, dan pada sast persatuan 

hart.a kekayaan berakhir, yaitu pada waktu ci 1bu 

nteu bapak yang mendsdt wel1 membuat pendaftaran 

8 



boedel (harta peninggalan) atau pada saat si anak 

nenjadi dewass, ) 

Apabila terJadi penyinpangan terhadap heal 

tersebut diatas, misalnya, nelanggar ketentuan 

Pendaftaran atau inventarisasi harta 

kekayaan. 

Penbagian warisan tanpa hadirnya Balai 

Hart Peninggalan bila ada anak di bawah 

mu. 

Maka hal inilah yang nenarik perhatian penulis 

untuk nenbahas dalan skripsi ini tentang baainana 

dan apa tindakan hukun yang diperbuat oleh Balai 

Harte Peninggalan terhadap pelangaran ketentuan 

tersebut diatas, 

1.2.  PERUHUSAN KASALAH 

Dalan penbahasan skripsi penulis yang 

bor5udu] PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI 

WALI PENGANAS UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUH DALAM 

PEHBUATAN AKTA-AKTA NOTARIIL, aka pernasalahannya 

dirumuskan sebagai berikut t 

t. Sanpai sojauh mans peranan Balai harta 

Peninggalan sebagai wali pengawas dalan 

penbagian harta warisan terhadap anak di 

bawah unur 2 

4) yo Tai Sing, Hukun Perdata Huku Keluara, 
Jilid I ,  Seksi Perdata Barat, ukultas Hukun 
Universitas Diponegoro Senarang, 1981, hal. 201-202 

9 



b. Apaksh fungsi akta notaris dalan 

penbagian warisan anak di bswah unur ? 

0. Sanpai seauh mans hak dan kewaiban 

Balai Hurta Peningalan sebagai wali 

pengawas dengan adany penbagian harts 

warisan ? 

1.3.  TUJUAN PENELITIAN 

Tuuan utans yang ingin diapai dalan 

elakukan penelitian ini adalah sebagai berikut 

a. Untuk eperoleh ganbaran yang 

sesunguhnya engenai arti pentingnya 

Balai Harta Peningdalan sebagai wali 

penawas dalan penbagian harta warisan 

terhadap anak di bswah umur, 

b. Untuk lebih nengetahui peranan 

Harts Peninggalan untuk melakukan 

tindakan hukun dalan menyelesaikan 

Pernasalahan yang tinbul apabils terjadi 

Balai 

sengketa engenai harts warisan 

jatuh eluang. 

yang 

1.4.  PBHBATASAN MASALAH 

Dalan skripsi penulis ini, penulis menbatasi 

masalah-nasalah peranan Balai Harte 

Peningalan sebagai wali pengawas sehubunan dengan 

adanya ahli waris dibaah umnur, 

Selain itu, penulis uga membahas tentang fungsi 

akta notaris dalan penbagian harta warisan, juga 

pada 



engenai hak dan kewajiban Balai Harta Peninggalan 

sebsgai 

warisan. 

wali pengawas de]an penbagian harts 

1.5.  METODOLOGI PENELITIAN 

Langkah-langkah 

penelitian yaitu 

a, Mengenai netode pendekatan 

dalan yang ditenpuh penulis 

Yang dipergunakan dalan penelitian ini adalah 

etode pendekatan yuridis nornatif, Karena 

dalan penelitian ini akan dibicarakan mengenai 

persoalan-persoalan yang berhubungan dengan 

hukun. 

Adapun yang dinaksud dengdan penertian yuridis 

tersebut 

penelitian 

adalah 

ini 

bahwa dalan 

kani tidak lepas untuk 

engadakan 

enperhatikan ketentuan-ketentuan hukun yang 

sudah tertulis dan terkodifikasi, yang dalen 

ha ini adalah ketentuan-ketentuan hukum 

keluarga dan hukun waris dalan KUH Perdata 

yang berlaku di Indonesia pada saat ini, guns 

eniniau dan elihat masalahnya. 

Sedangkan pengdertian normatif yang 

disebut Juda dengan pengertian hukun yang 

doktrinal, yaitu karena dalan engadakan 

penelitian ini kani hanya akan menpergunakan 

Auber-sunber date sekunder saJa, yaitu 

peraturan perundang-undangan, keputusan­ 

keputusan pengadilan, teori-teori hukun dan 



pends pat-pend@pat para sartana hukum terkemuka 
5 atau yang eudah berpengalaman. 

Dengan demikian pendekatan yuridis normatif 

berarti bahwa dalam penelittan ini selain 

disgunakan ketentuan-ketentuan hukum positif 

yang telah berlaku di Indonesia, Juga kami 

Akan mener1ma pandangan-pandangan atau 

pendapat -pendapat dari para ahli sarJana hukum 
yang telah berpengalaman dalam menghadapt 
berbaga masalah hukum yang pernah terad± di 
Indon1111111 int, t11rut11.11111 yena terke1t den� 
permasalahan dalam penelitian in, sehingsa 
nantinya akan diperoleh hasil yang kongkrit 
dan dapat dipertanggung dawabkan. 

b. Spesifikasi penelitian 
Untuk mendekati pokok masalah penelitian maka 

penulis mempersunakan penelitia n yang bersifat 

diskriptif, yaitu hanya akan melukiskan atau 

men&sambarkan keadaan obyek-obyek yang menadi 

permasalahan sa'a sehingsa hal 1ni dapat 

member[kan suatu keslmpulan dart keadean obyek 

masalahnya, khususnya yang berhubun@an dengan 

Judul ekripei int. 

e, Populasf dan metode sampling 

Wilayah saoaran populasi ialah di wilayah 

Kotamadya Semarang sedangkan eebagai 

" gony Hanit1do Soemitro, Metodologi Penelitian 
Hukum, Alumni. Bandung, 1982, hal. 9. 



populaeinye ssarannya yaltu Kantor 

Hart Peningealan. 

Dalam penelit\an tni penulis hanya mengambil 

Bel1 

tertentn yattn dengan mengunk8n 

met.ode non random sampling yang purposive; 

karens didalsm ponelitisn int tidak emus 

npur dalam populaci mempnnyai kecempatan yang 

n»ma untuk mendadi nnggots sample. Jadi yang 

men tadt ngsots sample disini hanya mereka 

ynE dihumpaf dan diper]uken eds da]am 

penelitian int. 

Ads pu sample tersebut mel1puti 

Hakim Pengadllan Negert Semsrans 

Aparatur Balai Harts Peninggalan Semarang 

Notar1c 

d. Metode pengumpnlan dnt 

Date primer 

DHlakukan dengan wawancara terpimpin dengan 

mempergunsknn paduan wnwanears (interview 

and) yang telsh diperotopkan terlebih 

dghulu dnlsm bentuk pertanyaan. 

Data ekunder 

Me rupakan data yang diperol eh melalui stud± 

kepustakaan yang sds 

mesa]ah yang diteliti. 

e. Metode Ann)1ss dsts 

Didacarkan pada metode normatf kualttatif. 

a1tanny 

No»rmstif 88 tu analien dengan 

da.lam mengamb1l norma-norma hukum yang ada d 



praktek, khususnya hukun dalan lapangan 

keperdataan. Kwalitatif artinya analisa yang 

disunakan dengan enilih hal-hal yang 

berkalitas saja. Jadi analisa normatif 

kwalitatif artinya dengan enganbil norna 

huku yang ada, tidak nelihat banyaknya aturan 

hukun yang digunakan dengan perkstaan lain 

yang relevan seju 9) ehingga didapat data 

yang dapat digunakan sebagai penguat delam 

penbahasan ini, kenudian dibahas dengan 
penecahan yang ads dalan skripsi 

Denikianlah metodologi yang dipersunakan dalan 
emperoleh data-data yang diperlukan dalan rangka 

nengadakan penelitian huku, sehingga akan 
diperoleh suatu kesimpulan yang maksimal. 

1.6.  SISTEHATIKA PEKULISA 

Untuk emperoleh hasil yang naksinal make, 

penyusunan penulisan ini penulis bagi menjadi 4 

(enpat) bab, dan tiap-tiap bab dibagi lagi nenjadi 

sub-sub bab, hal ini dinaksudks supaya Jelas dan 

udah dipahani. Adapun bab-bab tersebut terdirt 

dari : 

BAB I .  PENDAHULUAN 

Bab ini enguraikan tentang latar 

belakang pernasalahan, perunusan nasalah, 

6) 1bid, hal. 93-85. 



tuJuan penelit4an, pembatasan masalah, 

sistematika penulisan dan metodologl 

peneI1tfan. 

BAB II .  IANDASAN TEORI 

Dalam hab inf aken diuraikan mengenal 

dnser, tugas, wewenang Bala1 Harts 

Peninggalan sebagal walt dalam pembagian 

hArte warisen terhadap anak di bawah 

umur, erta akan dtbahas mengenai peran 

Bel8i Horta Peninggalan dalam pembuatan 

akta notaris dalam pembagian harta 

warisen terhsdnp ansk dibawah umur 

BAB I I I .  HASII, PENELITIAN 

Pemecahan masalah, pada bab 1ni 

dtkemukakan semus hasil penelittan yang 

diperoleh serta menguraikan hal-hal apa 

mended1 pemecshan masalah 

tulican Int. 

dari 

BAB IV. PENUTUP 

Delsm bab tni akan penulis uraikan 

mengens kesimpulan dart penelitian dan 

sediktt saran yang mungkin bermanfaat 

b»gt orang banyak tertams dalem 

perkembangan Hukum Perdata Nasional yang 

Bknn dntnng. 
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2.1.  Dasar, Tuas 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

Kewajiban Harta 

Penindga lan 

Negara Indonesia adalah erupakan negars 

yang sedang berkenbang yand asih beralan dala 

taraf penoarian identitas diri, 0]eh karena itu di 

Indonesia kini masih berlaku hukum yang bermaca­ 

macan sehinggs bersifat plurarisne. 

Hal ini terbukti bahwa disanping berlaku hukun yang 

bersifat nasional, jugs asih berlaku pula 

bernaoan-nscan hukun adat di berbagai wilayah 

Indonesia ini. Bahkan denan adanya Pasal II Aturan 

Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi ; 

"Segala Baden Negara dan Peraturan yang Ada 

asih langsung berlaku, selane belun 

diadakan yang baru enurut Undang-Undang 

dasar in±, +) 

Dari bunyi Pasal II Aturan Peralihan tersebut 

diatas naka akan merberi kesenpatan bagi huku. 

hukun atau peraturan -peraturan yang telah pernsh 

berlaku sebelun kenerdekaan dulu untuk diberlakukan 

kenbali di Indonesia pada mass sekarang ini 

1)g wantjik Saleh, Tisa 
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, 

Undang-Undans 
hal. 15-18. 

Dasar, 



Di dalan berbagai hukun yang berlaku di 

Indonesia ini ternyata terdapat kesanaan pandangan 

engenai anak di bawah umur. Ini terbukti, karena 

apabile seorang anak yand belun dewasa enurut 

hu kun adat 8tau hukun Islan aupun mnenurut hukum 

barat (KUH Perdata), naks se0rang anak yang belumn 

dewasa itu tidak dapat nelakukan perbuatan hukun 

sendiri tanpa pertolongan orang lain. 0leh karena 

itu hukun adat dan hukun barat keduanya nengenal 

pule adanya suatu sisten lenbaga perwalien. 

Perwalian nenurut hukun Islam atau hukum adat ialah 

esuatu nengenai urusan wali, yaitu peneliharaan 

dan pengawasan anak yatin dan hartany%,2) 

Sedangkan perwalien enurut hu kum barat (KUH 

Perdata) adalah pengdawasan terhadap pribadi dan 

pendurusan hart kekayaan seorang anak yang belun 

dewasa, Jika anak itu tidak berada dibawah 

kekuasaan orang tua. 3) 

Adapun tentang pengurusan anak di bawah umur 

di Indonesia tidak hanya cukup diperlakukan adanya 

perwalien saJa, tetapi uga perlu diadaken 

Penawasan yang di Indonesia dilakukan oleh Balai 

Harte Peninggalan, yaitu suatu lebaga yang berasal 

o)peerwodarninto, 
Balai Pustaka, Jakarta, 

Kanus Umun Bahasa 
1985. 

Indonesia, 

)g1i Afandi, Hukum Maris Hukun eluarga Hukun 
Penbuktian, PT. Bins Aksara, Jakarta, hal. 158 



dari penerintah Hindia Belanda, Yang merupakan 

badan nears dengan tugas yang diatur dalan 

Instructie voor de ieeskaner Stbl. 1872 No. 18g_4) 

Yan8 nenjadi dasar berlakunya Balai Harta 

Peninggalan dalan turut serta sebagai wali pengawas 

dalan setiap adanya tugas perualian di Indonesia, 

yaitu pasal 386 KUH Perdata, yang berbunyi : 

Dalen tiap-tiap perualian yang diperintahkan di 

Indonesia, Balai Harta Peninggalan nelakuksn tugas 

wali pengawas", 

Dela nenjalankan pekerjaan sehari-huri 

sebenarnya Balai Harts Peningalan nerpunyai tugs 

dan kewajiban yang banyak sekali tutsnya sebagai 

wali pengawas yang turut elindungi harta 

peninggalan anakanask yang masih dibawah umur, 

tetapi sesuai dengan Judul skripsi ini, aka 

penulis akan enbahas engensi peranan Balai Harts 

Peningddalan sebagai wall pengawas dan fungsi akta 

notaris dalan pebagian harts warisen, Ju8a 

engenai hak dan kewajiban Balai Harts Peningdalan 

sebagai 

warisan. 

wali pengtwas dalan penbagian harts 

Sedangkan yang dinaksud dengan turut melindungi 

harts peninggalan anak-anask yand hasih dibawah 

·)peruturan 
Peninggalan, Buku 
Perundang-undangan 
162. 

Perundang-undang@an Balai Hart 
I, Direktorat Jenderal Hukun dan 
Departenen Kehakinan, Hal. 8 dan 



unur, yaitu dengan neakili kepentingan anak-anak 

tersebut apabilea ini bertentangan dengan 

kepentingan si walinya sendiri seperti tersebut 

dalan pAsal 370 $0 388 KUH Perdata. 

Tugas Balai Harts Peninggalan Balai Harte 

Peninggalan ini sifatnya lebih enonjolkan pads 

segi sosial deni untuk kepentingan nasyarakat, 

seperti nisalnya tugas Balai Harts Peninggalan 

sebagai wali pengawas tersebut diatas, udt sebagal 

contoh lain yaitu dalan tugasnya sebagai nenurusi 

harta penindalan orang-orang yang tidak ad 

kuasanya atau terlantar, dan delan tugas pengurusan 

harts peninggalan orang-orang tak hadlir. 

Apabila dikupulkan togas-tugas Balai Harte 

Peninggalan tersebut, make seperti tersebut dibwah 

ini, yaitu t 

1. Tuas selaku wali pensawas (toeziende 

voogdy) pasal 386 KUH Perdata. 

2. Tu&as telaku wali sementara, pasal 332 

KUH Perdata. 

3. Tuas sebagai penganpu terhadap anak-anak 

dalan kandunan (curatrice over de 

engeboren bruht) pasal 348 KUH Perdata 

pasal 45 Inst. Balai Harta 

Peningalan. 

4. Tugas selaku pengampu pengawas (toeziende 

curatele), pasal 449 KUH Perdata. 



5. Tugas pengurusan harta peninggalan orang 

orang tak hadlir (afwezig), pasal 483 KUH 

Perdata. 

8. Tugas pengurusan harts peninggalan yand 

tidak ads kuasanya/terlantar (onbeheerde 

nataten schappen), pa@al 1128-1127-1128 

KUH Perdata. 

Juga engurus bartng-barang peningalan 

dari penunpang-penunpang dan awak kapal 

yang neninggal dunis, hilang atau 

tertindgal pada kapal-kapal 

(Sthl. 1886 No. 131).  

Indonesia 

7, Tutas selaku penanpu (curator) 

orang-orang pengurusan harts kekayaasn 

yang dinyatakan pailit, pasal 13 ayat 2 

Undang-Undang Kepailitan. 

8. Tutas pendaftaran surat wasiat yang 

disanpaikan oleh para pelaksans wasiat, 

para ahli waris, para walinya, para 

pone8ang kuass atau wakil-wakil lain dari 

setiap akta wasiat yang nereka tenukan 

dalan boedel, pasal 42 0v. (Bepalinen 

ontrent de invoerins van en den overang 

tot de nieuwe iietgeving Stbl. 1848 No. 

10). 

9. Tuas nenbuat Surat Keteran8an Hak iaris 

untuk olongan Timur Asing selain Cina, 
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pasal 14 ayat 1 Instructie voor de 

Gouvernenents landmeters Stbl. 1816 No, 

517. 

10. Tu&as pengurusen pekerjaan Dewan 

Perwalian (Voogdyrsad) yang dibentuk 

dengan besluit Gouverneur Generaal van 

nederlandsch Indie tan@gal 25 Juli 1927 

No. 8 Stbl. 1927 N0. 382 ulai berlaku 

tan@al 5 Agustus 1927. 

11.  Tugas Jabatan (fungsi) dari College van 

Boedelneesteren 

Gouverneur 

enurut penetapan 

Nederlandsoh General van 

Indie dari tandal 31 ei 1828 No. 30, 

Stbl. 1828 No. 48, yang dengan Stbl. 1873 

No. 148 art. 1 diubah dengan Stbl. 1895 

No. 98 diserahkan kepada Balai Harte 

Penindgdalan di Indonesia. 

Dengan adanya tugastugas yang dibebankan 

kepads Balai Harta Peningalan seperti tersebut 

diatas, make iapun keudian empunyai kevajiban­ 

kewajiban yang sesuai dengan tugas-tugas itu pula, 

isalnya dalan hal Balai Hart Peninggalan 

bertugas sebagai wali pengawas, naka ia nempunyei 

kewajiban 5) 

9gH Afandi, Op.Cit, hal. 161. 



- Pesa] 370 a) ewakili kepentingan si anak, 

apabile ini bertentanan 

dengan kepentingan si wali. 

b) nengharuskan si Hali 

enpunyai inventaris warisan 

yang dijatuhkan pads si wali. 

- Pasal 371 Hengawasi penurusan harta si 

anak oleh Si Mali. 

- Pasal 372 Tiap tahun ninta perhitungan 

pertanggungJawaban secare 

singkat dari si Mali. 

- Pasal 373 Henuntut penecatan terhadap si 

Hali apabila ada tands-tanda 

adanya kecurangan atau kealpaan 

yang besar dari si iali. 

- Pasal 374 Pernintsan kepada Pengadilan 

untuk engangkat wali baru, iika 

peralian terluang. 

2.2,  Peranan Balai Harte Peninggalan Sebagai Mali 

Pengdawas Dal Penbagian Harta liarisan Terhadap 

Anak di Bawah Unur 

Anak di bawah unur yans dimnaksud dalam 

skripsi ini ialah seperti yang tersebut dalan Pasal 

330 ayat 1 KUH Perdata, yaitu bahwa seorang belun 

dewasa adalah yang belun encapai unur 21 tahun, 

dan sesuai pula denan ayat 3, bahwa nereka yans 
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belun dewass dan tidak berada di baah kekuasaan 

orang tua, berads di bawah peralian. 

Adapun pengertian anak yang dinaksudkan di 

dalan penulisan ini adalah : 

I .  Anak sah (wettig kind) yaitu anak yang 

dilahirkan dalan perkawinan orang tuanya, 

pasal 250 KUH Perdata. 

2. Anak disahkan (gewettigd kind), yaitu 

anak yang lahir di luar nikah, tetapi 

disahkan dalasn perkawinan orang tuanya, 

pasal 272 KUH Perdata. 

3. Anak adopsi (adoptief kind) yaitu anak 

sah yang diangkat dengan alan adopsi. 

Pasal 8 ayat 2b dari Hukun Perdata dan 

Dagang bagi golongan Cina. (Burgerlijk en 

Handelsrecht van Chinezen, Stbl. 1917 N, 

129).  

4. Ana k yang pengesahannya ulai berlaku 

pada saat surat pengesahannya diberikan 

oleh Presiden. Pasal 278 KUH Perdata. 

5. Anak luar kawin yang diakui, dinane orang 

tidak kawin sah. Pasal 208 KUH Perdata. 

8. Anak lahir diluar perkawinan dan diakui 

oleh orang tua. Pasal 280 KUH Perdata. 

Mengenai anak yang tidak diakui Pitlo nengatakan 

sebagai berikut ; 



"Antars anak yang tidak diakui oleh ayahnya 

sanak keluargs ayahnye tidak 

satupun hubungan hukun keluarga. Oleh sebab 

itu, dalan hal ini tidak ada Hukun liaris. 

(HR 9 Desenber 1920 NI 1921, 275). 

SepanJang tidak ada hubungan perdata, atau 

karena hukun (si ibu), atau oleh pengakuan 

(si ayah) naka hubungan keluarga yang tidak 

sah itu tidak berarti apa-apa dalan Hukunm 

warier.") 

Menurut Vollmar, anak belun dease yang 

tidak ada di baah kekuasaan orang tua ads di bawah 

peralian. Sedangkan perwalian nenurut beliau 

adalah pengaasan atau orang sebagainana diatur 

dalan undang-undang dan pengelolaan barang-baran 

dari anak yang belun deass, baik keadaan dinana 

anak belun dewasa yang enpunyai wall berads, 

aupun kedudukan hukun dari wali yang dibebani 

pengawasan dan pengurusan 7) 

Adapun dikatakan oleh Prof. Ali Afandi, SH tentang 

perwalian itu ialah pengawasan terhadap pribadi dan 

pengurusan harts kekayaan seorang anak yang belun 

0)g. Pitlo, Hukun Maris Menurut Kitab Undan­ 
Undang Hukun Perdata Belanda, Jilid I, alih bahasa f. 
Isa Arief, SH, PT. Intermasa Jakarta, hal. 53. 

Dg.au.  Vollmar, 
Jilid I, terjenahan 
Jakarta, hal. 150 

Pengantar Studi 
I.S.Adiwinarta, 

Hu kun 
CV. 

Perdata, 
Rajawali 



dewasa, jika anak itu tidak berads di bawah 

kekuasaan orang 1) tus. 

Dari tinbulnya peralien tersebut, naka kenudian 

tinbu] peranan Balai Harts Peninggalan sebagai wali 

pengawas seperti tersebut dalan pasal 366 KUH 

Perdata, yang berbunyi : 

Dulan tiap-tiap perwalian yang 

diperintahkan di Indonesia, Balai Hurta 

Peninggalan 

pengawassn", 

berwajib elakukan tugas 

Oleh karen itu, sesuai dengan tugasnya sebagai 

wali pengawas seperti tersebut diatas, naka Balai 

Harta Peningdgalen kenudian bertindak untuk 

nelindungi kepentingan gi ansk belun dewnsa 

terhadap adanya penbagian harts uarisannya itu 

Yang dinaksud den@an harta warisen disini 

ialah warisan Yang terdiri dari aktiva maupun 

pasiva, artinyu ) 

Artinya, yaitu sejunlah bends yang nyata ads 

dan/atau berupt tagihan/piutang 

kepada pihak ketiga, Juda dapat 

berupa hak innateriil (hak cipta 

dan sebagainya). 

0)g15 Afandi, Hukun Maris Hukun Keluarga Hukun 
Penbuktian, PT, Bina AksaAra Jakarta, hal. 156. 

)gurini Ahlan Sjarir, Intisari Hukun 
Menurut Burgerlijk ietboek, Ghalia Indonesia, 
hal. 20. 

Maris 
1983, 



Artinya, yaitu sejunlah hutang pewaris yang 

dilunasi pads pihask ketiga, naupun 

kewajiban lainnya (menyinpan bends 

orang lain dan sebagainya) 

2.3.  Fungsi Akta Notaris Dalan Penbaginn Harta Marisan 

Terhadap Anak di Bawah Unmur 

Mengingdat arti pentingnya akta yaitu sebagai 

alat bukti aka kite perlu tahu pongertian dari 

akta yaitu tulisan yang sengaja dibuat untuk 

dijadikan slat bukti. Dan akta itu sendiri ada 

beberapa naca yaitu skta dibash tangan, akta 

otentik dan akta notaris. Yang dinaksud dengdan akta 

dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh kedua 

belah pihak yang berkepentingan dan tidak dilakukan 

dihadapan peiabat yang berwenan. Sehingga akta 

dibawah tangan ini nasih dapat disangkal dan baru 

epunyai kekuatan penbuktian yang senpurna apabile 

diakui oleh kedua belah pihak, atau dikustkan la8i 

dengan alat-slat bukti lainnya. Karena itu 

dikatakan bahs akte dibawah tangan itu erupakan 

permulaan bukti tertulis. 

Yang dinaksud akta otentik ialah akte yand 

dibuat dan diresnikan dalan bentuk menurut hukun, 

oleh atau dihadapan pejabat-peisbat umun, yang 

berwenans untuk berbuat denikian itu, diterpat 

dinans akte itu dibuat. Dan untuk dapat membuat 
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akteakte otentik berdasarkan Pesal 1 Persturan 

Jabatan Notaris, naka seorang Notaris harus 

nenpunyai kedudukan sebagai "penjabat unun, Dan 

yang dinaksud dengan penabat umun ialah apabila ia 

diangkat dan dihentikan oleh Penerintah dan diberi 

wewenangd dan kewajiban untuk nelayani publik dalan 

hal-hal tertentu, Tanpa adanya kedudukan itu, naka 

ia tidak nenpunyai weenang untuk nenbuat akte 

otentik, Tentang kekuatan dari akte otentik sebagai 

alat penbuktisn, kita dapatkan dalan Pase] 1870 KUH 

Perdata yang nenetspkan sebagai berikut 

Suatu akte otentik nenberikan diantera para 

pihak beserta ahli varis-ahli warisnya atau 

orang orang yang nendapat hak daripada 

ereks, suatu bukti yang senpurnt tentang 

apa yang dinuat di dalamnya." 

Sedangkan yang dinaksud dengan akte notaris 

di dalan penulisan ini adalah akts yang ternasuk 

dalan party acten, yaitu suatu akta yang dibuat 

oleh notaris untuk kepentingdan para pihak sendiri. 

faksudnya, bahwa para pihak sendirilah yang 

enentukan baik isi naupun ketentuan-ketentuan lain 

dala akta tersebut, yang dalan hal ini baik oleh 

si pearis yaitu dalan hal penbuatan akta 

warisan/surat wasiat/testamen naupun oleh para ahli 

waris sendiri yaitu dalan hal penbuatan akts 

penbagian harts warisan. 



Dulan hal penbagian harta warisan ini, 

apabila terdapat ahli waris anak di bawah umnur, 

aka proses penbuatan akta oleh notaris tersebut 

harus nendapat persetuuan terlebih dahulu oleh 

Balai Harte Peninggalan sebagai wali pengawas yang 

berarti bahwa didalan elakukan pengawasannya 

disini cars yang dilakukan oleh Balai Harta 

Peninggalan yaitu sebelun konsep akta tersebut 

dibuat akta, naka terlebih dahulu notaris harus 

nengirinkan konsep akta kepada Balai Harta 

Peninggalan untuk diteliti dan dicocokkan dengan 

hasil penelitian yang diperolehnya, baik berasal 

dari laporan oatatan sipil naupun yang berasal dari 

wawanoara antars Balai Harte Peninggalan dengan 

wali dan ju8a berpedonan pads daftar inventaris 

yang telah dibuat oleh wali dari anak yang belun 

dewasa itu, Dan dalan penbuatan akta oleh notaris 

itu, hanya dapat dibuat spabila hal itu dikehendski 

atau dininta oloh yang berkepentingan hal nana 

berarti bahwa notaris tidak berwenan untuk mnenbuat 

akta otentik seoara jabatan (anbtshalve). Dengan 

denikian notaris tidak berwenang untuk nenbuat akta 

di bidang hukun publik. iewenangnya terbatas pads 

pembuatan akta-akta di bidang hukun perdata. 

Penbatasan lainnya dari wewenang notaris dinyatakan 

denan perkataan-perkataan 

perbuatan, perianjian dan ketetapan, Dan tidak 
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semus akta dapat dibuat oleh notaris, akta tetapi 

hany yang nengenai perbuatan, perianjian dan 

ketetapan, seperti yang tercantun dalan Pasal 1 

P . J . N .  

Tentang daftar inventaris tersebut berisi antara 

lain yaitu : 
yang peninggalan daftar hsrta 

ditinggalkan. 

daftar tentang siapa saja yang berhak 

sebagai ahli waris dari harta peninggalan 

tersebut. 

Sebagai akta otentik, karena dibuat oleh 

dihadapan pejabat umun/notaris, aka akta tersebut 

empunyai kekuatan penbuktian yang mutlak, sehind8a 

akta otentik itu dapat berperan sebagai alat bukti 

yang kuat apabila teriadi persengkethan. Dan orang 

yang enbantah penbenaran akta tersebut naka dis 

sendirilah yang harus nebuktikan akan 

ketidakberesan dari akta tersebut. 



BAB III 

HASIL PENELITIAN 

3.1.  Seiarah dan Pengertian Balai Harta Peninggalan 

Balai Harta Peninggalan adalah lenbaga yang 

bertuas nenangani harta peninggalan sehubungan 

denan pewarisan, kepailitan, dan harta yang tidak 

terurus. Lenbaga ini dahulu disebut "Mees Boedel 

Kaner" yaitu suatu lenbaga yang berasal dari 

penerintah Hindia Belanda. Untuk nengetahui apa 

latar belakangs dari penbentukan Balai Harte 

Peninggalan tersebut kiranya perlu kite menoleh 

auh ke belakang beberapa ratus tahun yang lalu 

yaitu masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. 

Menurut selarah, Bangsa Belands nssuk ke 

Indonesia pads tshun 1598. Pads mulanya mereka 

datang sebagai pedagang, Tetapi karena pads waktu 

ereka datang di Indonesia bersains dengan pedagdang 

Cina, Inggris dan Portuis yang mempunyai armada­ 

arnads besar naka kerudian untuk nenghadapi 

persaingan tersebut orang-orang Belande endirikan 

suatu perkupulan dagang yang disebut "yereenigde 

0ost Indische Conpagnie yang dapat disingkat 

dengan y.0.C yang untuk selanjutnya hal ini oleh 

ban8sa Indonesia disebutnya dengan name "Konpeni" 



Kenudian dengan nakin neluasnya kekuasean 

komnpeni di Indonesia naka timbullah kebutuhan bagi 

para anggotanya, khusus bagi kepentingan ahli waris 

yang berads di Nederland, anak-anak yatin piatu dan 

sebagainya. Untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan 

itulah oleh Penerintah Belanda dibentuk suatu 

lenbaga yang diberi nana lees Boedel Kaner (Balai 

Harts Peninggalan) pads tanggal 1 Oktober 1624 yang 

anae lenbaga ini berkedudukan di Jakarta. 

Oleh karens hari deni hari tugas-tugas Balai 

Harte Peningsalan nengalani perkenbangan pesat, 

aka kepada Balai Harta Peningalan diserahui pule 

tugas untu k mengurus boedel golongan Eropa lainnya 

dan golondan Timur Asingd yang dipersamakan dengan 

golongan Erope. Balai ini nengalani perkenbangan 

lagi hingga sekarang bahwa balai tersebut tidak 

saja digunakan oleh golonan Eropa dan &olongan 

Timur Asing saja, akan tetapi juga golongan pribuni 

yang tundu k pads Bi 

Sebagai penuntut dalan menialankan tugasnya 

sehari-hari diberikan dalan suatu instruksi. 

SepanJang sejarahnya iiees Boedel Kaner/Balai Harts 

Peninggalan nengenal 4 nacan aturan, yaitu : 



1. Tang&al 16 Juli 1625 terdiri dari 49 pasal yans 

engatur organisasi dan tuas-tugas Balai Harta 

Peninggalan. 

2. Tahun 1642, pada perlakuan kodifikasi pertame 

hukun Indonesia, yans isinya kirs-kira sana 

dengan yang pertans. 

3. Stbl.1818 No.72, yang dibuat setelah penulihan 

kenbali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah 

penerintah tentang Inggirs yang uga tidak 

banyak perbedaan dengan yang terdahulu, 

4. Stbl.1872 No. 188 yang didasarkan pada 

berlakunya perundangundangan baru di Indonesia 

pada tahun 1848 dan nasih berlaku sanpal 

sekarang. 

Disanpind peraturan-peraturan yang disebut diatas, 

iees Boedel Kaner/Balai Harta Peninggalan mempunyai 

pula peraturan jabatan, yaitu Huishoudelijke 

asih berlaku Regeling of Dienstreg lenent" dan 

sapai sekarang, ditetapkan dengan besluit tangal 

30 Maret 1903 No.14 Biblad No.5849. Selain dai 

peraturan-peraturan dan peraturan Runsh Tangga 

tersebut, Balai Harte Peninggalan nepunyai iuga 

peraturan keuangan, yaitu untuk engatur 

pelaksanaan pengurusan terhadap segala uang yang 

berada dalan pengurusannya, yaitu "Vereeniging tot 

eene nassa van de kassen der ieeskaner en de 

Boedelkaner en regeling van het beheer 

352 

dier 



kassen", ditetapkan dengan ordonansi tang@al 1 

September 1897 No. 213. 

Sesuai dengan naksud dan tuJuan pendirian 

Balai Harta Peninggalan Jakarta seperti yang 

disebutkan diatas yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

orang-orang v,0.C aka pendirian Balai Harta 

Peninggalan diperbagai tenpat tergantung dari 

kenauan-kenajuan teritorial yang diperoleh oleh 

v.0 .c di Indonesia. Secara lengkap data-data 

nengenai pendirian Balai Harte Peningalan di 

tenpat-tenpat lain tidak dapat ditenukan lagi, 

tetapi dapat dicatat, bahwa Bala Harte Peninggalan 

di Banda pada tahun 1878 sudah ada, di Anbon tahun 

1694, di Semarang dapat diketahui didirikan pada 

tang&al 17 Hei 1783, di Padand pada tahun 1739, di 

Surabaya tahun 1809. Sehingga disini penulis 

enegaskan bahwa karena peningalan jaman kolonial 

Belanda, naka iunlah Balai Harta Peninalan sangat 

terbatas, Judi tidak setiap propinsi ada. 

Hengenai perwakilan-perwakilan Balai Harta 

Peninggalan diketahui sudah ads di Palenbang tshun 

1891, di Jepara tahun 1727, di Tior tahun 1739 dan 

di Bengkulu tahun 1827, 

Kenudian dengan beskuit Kerajaan 

tang&al 4 Juli 1921, No, 60 (Stbl. 1921, 

Belands 

No.488) 

ditetapkan bahwa dala wilayah hukun dari tiap-tiap 

Rast Van Justitie dibentuk sebuah Balai Harta 
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Peninggalan yang tenpat keduduksn dan wilayah 

kerjanya diatur oleh Gubernur Jendral (sekarang 

oleh Menteri Kehakinan). fenurut stbl. 1926 No.41 

Jo 127 Bali Harts Peninggalan ada di Jakarta, 

Surabaya, Senarang, Padang, Ujungpandang dan Medan. 

Balai-balai Hurta Peninggalan di Bandung, 

Yogyakarts dan Halng yang didirikan dengan Stbl 

1921 No. 575 dihapuskan pads tangsal 1 Juni 1926 

(Stbl. 1926 No.41 Jo 127) dinans ditetapkan pule 

bahw Balai-balai Hurta Peningalan Jakarta, 
Semarang dan Surabaya nasing-nasing dalan wilayah 

kerianya neneruskan pekerjaan-pekeraan Balai Harte 

Peninggalan di Bandung, Yogyakarta dan Malan y%n 
telah dihapuskan, 

Selanjutnya dala Stbl. 1934 No.28 

diperintahkan kepad Balai Hurta Peninggalan t 

Medan untuk elaksanakan 

pekeraan-pekerjaan Balai 
kewajiban-kewajiban 

Harte Peninggalan 
dan 

di 

Padang dan kepads Balai Hart Peninggalan 4 

Surabaya diperintahkan untuk nelaksanakan 

kewajiban-kewajiban dan pekeraan-pekerjaan Bali 

Harte Peninggslan ung Pandang. Akan tetapi 
perintah kepada Balai Hart Peninggalan di 

Surabaya tersebut kenudian dihapus dengan Stbl. 

No.35, karena negara Indonesia Timur pads waktu itu 

telah nenbentuk Balai Harta Peninggalan sendiri 
dengan Stbl. 1947 No.9 dan berkedudukan di Ujung 



Pandang, dengan perwakilan-perakilannya di enado, 

Ambon dan Denpasar. Tetapi kenudian Balai Harta 

Peninggalan Ujung Pandang beserta perwakilan­ 

perwakilannya dihapus lagi dengan surat eputusan 

Henteri Kehakinan tang@al 12 Oktober 1964, No. J . A  

10/11/24 dan tugas-tugasnya dialihkan kepada 

Pengadilan-Pengadilan Negeri setenpat dalan wilayah 

bekas Balai Harta Peninggalan Uung Pandang 

tersebut. 

Akhirnya pada tahun 1976 oleh Menteri 

Kehakiman dirasa perlu untuk nenbentuk kenbali 

Balai Harta Peninggalan di Ujung Pandang dan 

perwakilan-perakilannya, naka dengan Surat 

Keputusan Menteri Kehakiman tang@gal 23 Oktober 

1976, No. J . $ .  4/9/1 telah dibentuk kenbali Balai 

Harta Peninggalan di Ujung Pandang. 

Setelah itu dengan penyatuan Tino-Tinor 

dalamn tahun 1976 ke dalan wilayah Indonesia, Dili 

menjadi perwakilan Balai Harta Peninggalan Ujung 

Pandang. Menurut hasil penelitian menunukkan 

sampai saat ini ada 5 buah Balai Harta Peninggalan 

di Indonesia yaitu di Jakarta, Senarang, Surabaya, 

Medan dan Jung Pandang, masing -masing dengan 

perwakilannya yang ditetapkan tenpat kedudukan dan 

wilayah kerjanya oleh Menteri kKehakiman sesui 

dengan pasal 20 peraturan-peraturan Balai-Balai 

Harta Peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 N. 1866. 



Perwakilan-pervakilan Balai Hart 

Peninggalan sanpai saat ini ada sebanyak 39 buah, 

yaitu : 

1. Balai Harta Peningalan Jakarta, nenpunyai 12 

perwakilan nasing-mnasing berkedudukan di 

a. Bandung (Perwakilan Besar) 

b. Palembang (Perakilan Besar) 

0. Sukabuni 

d. Bogor 

e. Tusiknalaya 

f. Cirebon 

g. Purakarta 

h. Serang 

i. Pankalpinang 

d .  Tanjungkarang 

k. Pontianak 

I. Singkawang 

2. Balai Harte Peningealan Semarang epunyai 6 

perwakilan nasing-nasing berkedudukan di t 

a. Surakarta 

b. Yogyakarta 

e. Pekalongan 

d, Purokerto 

e. Hagelang 

f. Te&al 

3. Balai Harts Peninggalan Surabaya mempunyai 7 

perakilan masing-nasing berkedudukan di ; 



8. Kalan 

b. Kediri 

c. Banjarmasin 

d. Samarinda 

e, Jenber 

r. Probolino 

8. Madiun 

4. Balai Harta Peninggalan Medan enpunyai 7 

perakilan nasing-nasing berkedudukan di ; 

a. Kisaran 

b. Penatang Siantar 

0. Taniungpinang 

d. Bengkalis 

e. BinJai 

• Banda Aceh 

g. Padang 

5. Balai Harte Peninggalan Ujung Pandang nepunyai 

6 perakilan, masing-nasing berkedudukan di : 

a. Manado 

b. Abon 

0. Denpasar 

d. Jayapura 

e. Kupang 

£. Di1i 



Selanutnya karena perkenbangan hukun yang 

berlaku maks denan adanya keputusan Menteri 

Kehakinan Republik Indonesia tanggal 24 Januari 

1987 nomor A1, 01-PR.08.01 tahun 1987 tentang 

penghapusan kantor perwakilan Balai Harta 

Peningalan menyatakan bahkan seluruh kantor-kantor 

Balai Harta Peninggalan dihspuskan dan untuk 

selanutnya ditangani langsung oleh masing-masing 

Balai Harta Peninggalan yang nenbawahkannya. 

Dalan struktur organisasi Departenen 

Kehakiman, Balai Harts Peninggalan berada di bawah 

lingkungan Direktorat Perdata pada Direktorat 

Jendral Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan 

Pasal 245 Jo 265 Surat Keputusan Menteri Kehakiman 

No.J.$.4/3/7/Tahun 1975. 

Dari kalinat tersebut dapat diartikan baha 

Balai Harte Peninggalan adalah suatu 

badan/Jawatan/instansi vertikal yang terolong 

dalan Departenen Kehakinan R.I yan8 sana 

kedudukannya dengan instansi-instansi an lain 

seperti Pengadilan Negeri, Inigrasi, Lebaa 

Penasyarakatan aupun Balai Binbingan 

Pengetasan Anak (Bispa). 

Dari namanya tersebut terlihat bahwa Balai 

Harta Peninggalan erupakan suatu badan yang 

enganbil keputusan-keputusannya dalan suatu Dewan 

dengan ketuanya, beberapa anggota, Konisaris dan 



seorang sekretaris, sedangkan pengurusan keuangan 

dilakukan oleh seorang bendaharawan, seorang 

penegang buku dan tenaga-tenaga penbantu lainnya, 

seperti peneang kas. 

Adapun tugas-tugas Balai Harta Peninggalan 

tersebut selain diatur didala KUH Perdata, Juga 

diatur secara khusus yaitu didalan Instructie 

de Weeskaner in Indonesia atau peraturan 

Balai Hurta Peninggalan di Indonesia, Stbl. 

v0or 

untuk 

1872 

No.186, alaupun peraturan-peraturan yang mengatur 

engenai 

sebagian besar adalah 

ini hampir 

peraturan-peraturan 

Balai Harta Peninggalan 

peningalan Janan pemerintahan Hindia Belanda, 

tetapi Balai Harta Peningalan sampai sekarang 

tetap diberlakukan di Indonesia dan tidak dihapus 

oleh peerintah. Hal ini karenas togas Balai Harts 

Peninggalan tersebut diatur didalan Undang-undang, 

sedangkan untuk nenghapus undang-undang adalah 

wewenang dari Baden Penbentuk Undangundang/Badan 

Legislatif, sehinga selama undang-undang itu belun 

dihapuskan aka peraturan yang lans tetap berjalan 

sebagainana disebutkan dala Pasal II Aturan 

Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, 

Pengertian Balai Harta Peninggalan nenurut 

Instructie Voor de weeskaners diatur dalan 

Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 Instructie voor de 



weeskaners in-Ned-Indie, ordonantie van 5 0tober 

1872, Stbl, 72-186, i . w . 8 .  1  Juli 1873 (Instruksi 

untuk Balai Harts Peninggalan di Indonesia, 

ordonansi tanggal 5 Oktober 1872 L . N .  1872 No. 72­ 

160 mulai berlaku tanggal 1 Juli 1873) yang 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

"Balai Harta Peningalan merupakan badan pemerintah 

dengan tugas yang diatur dalan instruksi ini dan 

dalan peraturan perundang-undangan lainnya". 

Pasal 2 

"Junlah wilayah kera dan susunan dan 

sesuatu yang berkaitan dengannya diatur dalan 

peraturan tersendiri". (LN - 1934 - 28) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Balai Harta 

Peningdgalan menurut Instructie voor de weeskamers 

ialah : 

segala 

Baden penerintah yang secara vertikal 

berada di bawah lingkungan jendral hukum 

dan perundand-undangan Kehakiman RI yang 

erupakan unit pelaksana hukun didalan 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai 

dengan yang diatur dalan KUH Perdata dan 

KUH Daang". 
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3.2. Peranan Balai Harte Penindgalan Sebagai Mali 

Pengawas dalan Pebagian Harte liarisan Terhadap 

Anak di Baah Unur 

TuJuan hukun adalah mengatur hubungan antara 

anusia dengan anusia lainnya dslan seals aspek 

kehidupannya di dunia ini supaya tidak terjadi 

pertentangan dalan asyarakat. Berpijak dari 

pernyattan tersebut aka se0ara khusus dapat 

dikatakan bahwa tujuan dari hukun waris adalah 

untuk engatur penbagian harta warisan dari si 

pearis kepads para ahli warisnya agar tidak 

teradi persengketasn engenai harts peninggalen 

diantare para ahli arisnya. Adapun tuJuan 

diadakannya peraturan hukum waris yang utans adalah 

untuk melinduni ahli waris anak di bawah unur dnri 

kenungkinan adanya kecurangan atau penyalahgunaan 

harta warisan yang dilakukan oleh kaan mnewarisnya 

yang sudah deasa, Peraturan hukun waris yang 

dinaksud disini adalah peraturan hukun waris yang 

terdapat di dalan KUH Perdata buku II bab 12 dan 

13, dari pasal 830 sampai denan pasal 1130. 0leh 

karena danya kemungkinan penyalahgunaan 

kecurangan yang dilakukan oleh para ahli aris yang 

sudah dewasa tersebut, naka oleh Undang-undang 

telah diberikan perlindungan terhadap ahli waris 

yang nasih dibaah unur itu, adapun badan yang 

elaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Undang­ 



undang sebagai wali pengawas adalah Balai Harta 

Peninggalan. 

Balai Harta Peninggalan yang 

Indonesia dibentuk sejak Janan 

berada di 

pemerintahan 

kolonial Hindia Belanda tersebut mempunyai dasar 

hukum pasal 386 KUH Perdata Jo Pasal 415 KUH 

Perdata. Sedangkan mengenai tugas Balai Harta 

Peninggalan secara khusus telah diatur didalamn 

Instructie voor de Weeskaner, Stbl. 1872 No 188. 

Di dalan Instructie voor de ieeskaner tersebut 

dinyatakan baha Balai Harta Peningealan mempunyai 

tuas yang banyak sekali nacamnya dan terutape 

sangat menonolkan sifat sosial demi kepentingan 

uur serta untuk keseiahteraan masyarakat 

Alasan penulis adalah karena tidaklah dapat 

dipungkiri bahwa tugas Balai Harta Peninggalan 

sebenarnya uga terkandung nilai-nilai yang amat 

luhur, bukankah Balai Harta Peninggalan tugasnya 

itu antara lain turut melindungi harts peninggalan 

anak yang nasih dibawah umur, disanping itu Juga 

mewakili kepentingan anak di bawah umur apabila ini 

bertentangan dengan kepentingan si wali seperti 

halnya didalan pasal 370 KUH Perdata io Pasal 366, 

Sebagai wali pengawas, maka Balai Harta 

Peninggalan tidak sec8ra langsung menangani 

pengurusan harta kekayaan si anak yang belun dewasa 

tersebut. Tetapi tugas pengurusan harta ini 



ditangani oleh para ahli, jadi merupakan tugas 

perwalian, Sebenarnya nasih ads tugas perwalian 

yang lain selain tugas pengurusan harta kekayaan 

ini, yaitu tugas pengawasan terhadap pribadi ana 

yang belun deasa tersebut. Akan tetapi karena 

penulis dalan hal ini hanya mnenbahas tugas Balai 

Harta Peninggalan sebagai wali pengawas, naka yang 

dinaksudkan dengan perwalian dalan skripsi penulis 

ini hanyalah mengenai tugas pengurusan harta 

kekayaan anak yang belumn dewasa. 

Ada pun mengenai peralian itu sendiri ada bernacan­ 

acan, yaitu t 

Perwalian nenurut undang-undang, seperti 

yang tersebut dalan Pasal 345 KUH Perdata, 

ialah perwalian yang dilakukan oleh oran 

tua yang hidup terlana karena salah satu 

dari ereka meninggal dunia, make secara 

otonatis atau deni hukun peralian itu 

menjadi tugas orang tua yang mnasih hidup. 

Perwalian dengan wasiat, sebagainana 

tersebut dalan pasal 355 KUH Perdata 

perwalian ini terjadi karena danya surat 

wasiat dari orang tua yang telah meningeal 

dunia, yang nana isi surat wasiat tersebut 

mengangkat seseorang mnenadi wali atas 

atas anak-anaknya. 



Perualian datif, sebagainane yang tersebut 

dalan Pesa! 359 KUH Perdats, apabila tidak 

ads wali enurut undang-undang atau uali 

karena testamenter, Hukun berhak untuk 

enetapkan seseorans wali untuk anak-anak 

yang belun dewasa. 

Peralian badan hukum, ialah perwalian 

seperti 

sosial a tau 

yang dilakukan oleh badan hukun 

yayasan, 

lainnya. 

Menurut Bapak A.A.  Budiono, Be H dari Balai 

Harta Peningalan dikstakan bahws setiap tahun 

Balai Harta Peninggalan sebagai wali penawas akan 

inta kepads para wali kecuali kepads wali ayah 

atau ibu, untuk enbust laporan perhitungan secara 

ringkas 

dewasa 

tidak 

etas harta kekayaan si anak yang belun 

yang berads di bawah perwaliannya. Apabila 

elaksanakan maks Balei Harts Peninggalan 

dapat melakukan penuntutan atas penecatan terhadep 

wali yang tidak nelaksanakan atau enbuat laporan 

yang dininta oleh Balai Harts Peninggalan. Hal ini 

sesuai denan bunyi Pasal 373 KUH PerdatA. 

Terhadap wali ayah atau ibu yang hidup 

terlana setelah meninggalnya salah satu diantaeu 

mereka, dalan waktu 3 (tiga) bulan harus sudah 

nelakukan pendaftaran terhadap harta benda 

persatuan. Pendaftaran ini dapat dilakukan dengan 
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cara dibawah tan@an akan tetapi harus dilakukan 

dengan dihadiri oleh wali pengawas, Dan ika 

pendaftaran itu tidak dilaksanakan, maka persatuan 

akan berjalan terus dengan ketentuan atas 

kebahagiaan anak-anak, Jadi tidak boleh merugikan 

hak dari anak-anak itu hal ini sesuai dengan bunyi 

pasal 127 KUH Perdata. 

Mengenai status anak yang berada di bawah 

peralian undang-undang tidak mengatur 

pembedaannya, jadi dengan perkataan lain tugas 

Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dapat 

mencakup semus status anak. Karena didalan hukumn 

perdata barat dikenal adanya status anak yang akan 

sangat enpengaruhi pelaksanaan pembagian harts 

warisan. Adapun status anak yang dikenal dalam 

hukum perdata barat adalah : 

anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalan 

perkswinan yang ssh. 

anak luar kawin, ialah anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan kedua orang 

tuanya. Anak luar kawin ini dapat 

digolongkan lagi menjadi ; 

anak luar kawin yang boleh diakui, yang 

terdiri dari yang diakui, yang disahkan, 

yang tidak diakui. 

anak luar kawin yang tidak boleh diakui, 

terdiri dari anak sunbang, anak zinah. 
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anak status anak yang tidak dikenal di 

dalan KUH Perdata ialah anak sdopsi, anak 

adopsi ini dikenal dalan Stbl.1917 no.129,  

oleh karena itu anak adopsi ini berlaku 

bagi asyarskat Timur Asing Tionghoa. 

Sehubungan dengan tugas Balai Harts Peninggalan 

sebagai wali pengawas, Balai Harts Peningalan akan 

bertindak elindungi anak yang belun dewasa dalan 

bidangd pembagian anak yang belun dewasa. Bila hal 

ini dihubungkan dengan status anak seperti tersebut 

diatas, make yang ternasuk dalan penbahasan skripsi 

ini adalah anak sah, anak luar kawin yang diakui, 

anak luar kawin yang disahkan dan anak adopsi. 

Sedangkan engenai anak yang tidak diakui seperti 

yand dikutip oleh Pitlo dari Hoge Raad 9 Desenber 

1920 Nederland Indische 1921 no. 275, dikatakan 

baha antara anak yang tidak diakui oleh ayahnya 

dan sanak kelusrga ayahnya tidak ada satupun 

hubungan keluarga. Oleh karena itu, dalan hal ini 

tidak ada hukun waris. Sepanjang tidak ada hubungan 

perdata atau karena hukun (si ibu), atau oleh 

pengakuan (si ayah), naka hubungan keluarga yang 

tidak sah itu tidak berarti apa-apa dalsn hukunm 

waris, Dengan denikian dapat dikatakan bahwa antara 

anak luar kawin denan ibunya itu deni hukun selalu 

enpunyai hubungan perdata, sedangkan antars ayah 

dengan anak luar kswin hanya akan 
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hubung an perdata apabila ada pengakuan. Jadi 

apabila ayah tidak mengakui anak luar kain, maka 

anak itu hanya berhak atas warisan dari si ibu, 

karena dengan kelahirannya itu secara otomatis anak 

luar kain itu mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya. Jadi dapat dikatakan bahwa peran Balai 

Harta Peninggalan adalah sangat penting yaitu 

Sebagai wali pengawas, Balai Harta Peninggalan 

selaku wali pengawas adalah mewakili kepentingan­ 

kepentingan dari anak yang belumn deasa untuk 

mengadakan pengawasan terhadap tindakan-tindakan 

si ali tidak merugikan hak-hak dari anak yang 

belum dewasa terhadap kepentingan harta 

peninggalan, karena anak tersebut dalan keadaan 

tidak manpu untuk elakukan perbuatan hukun. 

Sehingga sudah sepantasnyalah pihak-pihak yang 

kurang 

dalamn 

atau lenah kedudukannya itu 

hal ini dilindungi oleh Balai Harta 

dilindungi, 

Peninggalan. 

Sebagai wali sementara, Balai Harta Peninggalan 

disini mengisi kekosongan kedudukan sebagai wali 

dan bertindak sebagai wali sementara karena 

kepentingan anak sebelun dewasa menuntut agar 

diadakan tindakan-tindakan peneliharaan 

penyelanatan seperlunya, karena dapat menanti 

sampai diankatnya si wali tersebut belum dapat 

menialankan tugsa sebagainana mestinya, belumn 



dilakukan penyumpahan atas dirinya, atau si wali 

yang telah diangkat menolak atau lalai menerima 

peralian itu. 

3.3. Fungsi Akta Notaris dalan Penbagian Harta Marissn 

Anak dibawah Unur 

Yang dinaksud akta notaris didalan penulisan 

ini adalah akta yang dibuat oleh notaris untuk 

kepentingan para pihak sendiri. Sedangkan akta 

notaris itu sendiri merupakan alat bukti yang kuat, 

apabila suatu saat nanti teriadi persengketaan. 

Tentang kekuatan penbuktian dari akte notaris dapat 

dikstakan bahws tiap-tiap akte notaris nenpunyai 

tiga macan kekuatan penbuktian ialah : 

1. Kekuatan penbuktian yang luar (nitwendige 

bewijskracht), ialah syarat-syarat fornal yang 

diperlukan agar supaya sesuatu akte notaris 

dapat berlaku sebagai akte otentik. 

2. Kekuatan penbuktian fornal (formale 

bewijskracht) ialah kepastian bahwa sesuatu 

keidian dan fakta tersebut dalan akte betul­ 

betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan 

oleh pihak-pihak yang mnenghadap. 

3. Kekuatan penbuktian ateriil (natericle 

bewiidskracht); ialah kepastian baha apa yang 

tersebut dalan akte itu merupakan penbuktian 

yang syah terhadap fihak-fihak yang nenbuat akte 

atau ereka yang endapat hak dan berlaku untuk 
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uum, kecuali penbuktian sebaliknya 

(fegenbewijs). 

Ten tang sifat dari akte notaris dapat 

diterangkan sebagai berirkut 

Tiap-tisp akte notaris memuat catatan atau 

berita acara (verbal) dari apa yang oleh notaris 

dialani atau disaksikannya, antara lain apa yans 

dilihatnya, didengarnya atau dilakukannya. 

Disamping itu ada juga akte-akte yang selainnya 

memuat berita acara dari apa yang dialani dan 

disaksikan oleh notaris, mengandung uga apa yang 

diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan 

dikehendaki oleh ereka supaya dinasukksn dalam 

akte notaris untuk nendapatkan kekuatan penbuktian 

yang kuat sebagai akte otentik. 

Perlu uga diketahui adanya suatu akte yang 

ternasuk kategori akta penjabat (ambteliike acte) 

yang dibuat oleh Notaris dalan bentuk yang lain 

daripada akte notaris yang biasa. Karena merupakan 

suatu surat keterangan yang dibuat oleh Notaris, 

akte demikian itu merupakan suatu ketentuan siapa 

yang menurut hukun nenjadi ahli aris yang syah 

dari seorang yang meninggal dunia. Akte denikian 

itu biasanya dinanakan surat keterangan hak waris, 

Sebagai teriemahan dari istilah bahasa Belanda : 

Verklaring van erfpacht". Dalan akte ini tidak ada 

komparasi, jadi tidak ada penghadap melainkan 

Notaris nenbuat keterangannya berdasarkan atas 



surat-surat yang ditunjukkan kepadanya, jiks perlu 

ia dapat ninta keterangan dari beberapa orang 

saksi yang engetahui tentang keluara yang 

dibuatkan "Surat Keterangan Hak Maris". Akhirnya 

Notaris nenbuat kesipulan (konklusi) siapa yang 

nenadi ahli warisnya dari orang yang neninggal 

dunia itu, berdasarkan hukumn yang berlaku. Jadi 

surat keterangan hak waris ini betul-betul 

berdasarkan keterangan dari Notaris sendiri, 

penyelidikannya karena itu menpunyai sifat dari 

akte penjabat. 

Hasil penelitian nenuniukkan, bahwa proses 

penbuatan akta dalan hal penbagian harts warisan 

ini, sebelun proses itu dilaksanakan harus ada 

berita acara dari Balai Harta Peninggalan yaitu 

berita acara penafsiran harta barang-barang tidak 

bergerak, penafsiran barang-barang berserak, biaya 

kalkulasi perawatan dan hutang-hutang pewaris, 

penentuan siapa-siapa ahli warisnya dan apakah ada 

lebih dari satu orang istri. Setelah semua itu 

selesai dibuat barulah proses penbuatan akta dapat 

dilaksanakan yaitu penghadap dalamn hal ini yang 

dinaksudkan adalah wali dari anak di bawah unur 

enghadap kepada notaris untuk ninta dibuatkan 

akta engenai penbagian harts warisan itu. Dan 

didalamn penbuatan akta oleh notaris, sebelun 

konsep akta tersebut dibuat akta, naka terlebih 
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dahulu notaris harus engirinkan konsep akta 

kepada Balai Harta Peninggalan untuk diteliti dan 

dicocokkan dengan hasil penelitian yang 

diperolehnya, baik berasal dari laporan catatan 

sipil naupun berasal dari waanoars antara Balai 

Harta Peninggalan dengan wali dan uga berpedoman 

pada daftar inventaris yang telah dibuat oleh wali 

dari anak yang belun dewasa itu. Dan akhirnya 

setelah konsep akta penbagian warisan tersebut 

telah dinilai adil oleh Balai Hatta Peninggalan 

barulah dikenbalikan lagi kepada notaris untuk 

dibuat suatu akta perbagian varisan yang akan 

menpunyai kekuatan yang otentik. 

Setelah akta penbagian warisan tersebut 

selesai, barulah penbagian arisan tersebut dapat 

dilaksanakan dengan dihadiri dan ditandatangani 

oleh para pihak sendiri atau wali, Balai Harta 

Peninggalan sebagai wali pengawas serta saksi­ 

peawai notaris itu sendiri, 

para 

dinana 

saksi yang biasanya hanya dianbil dari 

penandantanganannya tersebut dilakukan di hadapan 

Notaris tersebut. 

Di dalan praktek terlihat adanya Notaris­ 

notaris yang nenbuat keterangan ahli waris dalan 

bentuk akte biasa. Disitu notaris nengamnbil sebagai 

penghadap orang saksi yang enberikan 

keterangan dihadapan Notaris tentang ahli waris 



orang yang meninggal dunia, fenurut pendapat 

R.Moegondo Notodisoerio cara denikian itu kurang 

dapat dipertansuns Jawabkan, karena keteranan 

itu adalah keterangan dari dua orang saksi tentang 

siapa yang nenjadi ahli waris dan bukan keterangan 

dari Notaris sendiri, dan karena itu menurut 

beliau tidak enpunyai kekuatan hukun yang kuat. 

Sebab keterangan saksisaksi hanya menerangkan 

adanya fakta-fakta tertentu, tetapi tidak dapat 

memberikan ketentuan secara otentik siapa yang 

enadi ahli waris yang sah berdasarkan hu kun yang 

berlaku. Hal belakangan ini hanya dapat ditentukan 

oleh ahli hukun. 

Keteranan hak waris seharusnya erupakan 

akte yang dibuat oleh Notaris, sedangkan 

keterangan yang diucapkan oleh dua orang saksi 

dihsdapan 

erupakan 

Notaris dan dioatat oleh Notaris, 

akte yang dibuat dihadapan (t 

ovenstaan van) Notaris. Dulan hukumn Notariat 

memang dikenal dua ienis akte itu, meskipun dalamn 

peraturan jabatan Notaris sendiri dua hal itu 

seringkali dicampuradukkan. 

Dengan denikian dapat diketahui bahwa fungsi 

akte notaris dalamn pembagian harta warisan anak 

dibawah umur adalah sangat penting, karena akta 

tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat 

sehingga apabila suatu saat nanti terjadi sengketa 



engenai harta warisan terhadap ahli waris anak 

dibawah umur naka ahli waris tersebut dapat 

enbuktikan kebenarannya baha ia adalah ah]i 

waris yang sah dari pearis dengan enunjukkan 

akta notaris tersebut, sehind@a disini kepentingan 

dan hak-hak dari ahli waris anak dibawah unur 

tersebut akan dilindungi. Selain itu skta notaris 

juga dapt diadikan sebagai bukti adanya penbagian 

warisan yaitu untuk menunjukkan baha benar-benar 

telah teriadi adanya penbagian harta 

tersebut. 

warisan 

3.4.  Hak dan Kewajiban Balai Harts Peninggalan sebagai 

Mali Pengawas denan Adanya Penbagian Harts 

iarisan 

Dalan menialankan tu~as-tuasnya Balai Harta 

Peninggalan pasti mnenpunyai hak dan kewajiban. 

Menurut hasil penelitian, kewaiban-keajiban Balai 

Harts Peningalan sebagai wali pengawas adalah 

Hewakili kepentingan si anak, apabila ini 

bertentan&an dengan kepentingan si wali. 

Mengharuskan si wali nepunyai inventaris 

warisan yang dijatuhkan pada si wali, 

Mengawasi pengurusen harts si anak oleh si 

wali. 

Tiap tahun ninta perhitungan pertanggun 

Jawaban secara singkat dari si wali. 



Menuntut penecatan terhadap wali 

apabile ada tanda-tands adanya kecurangan 

atau kealpaan yang besar dari si wali. 

Pernintaan kepada pengadilan untuk 

mengankat wali baru, jika 

terluans. 

Dalam menialankan tugas-tugasnya Balai Harta 

Peninggalan tidak dapat lepas hubungan dari peranan 

instansi yang terkait, menurut hasil penelitian 

enunukkan bahwa dalan hal Balai Harta Peninsgalan 

pernintaan 

mnenalankan tu&asnya sebagai wali pengawas, 

terkaitnya hubunan antara Balai Harta Peninggalan 

dengan istansi lain tersebut dapat terlihat sejak 

mulai turut campurnya Balai Harta Peninggalan 

sebagai wali penawas. ialaupun sering kali is akan 

bertindak sendiri dengan adanya kenatian yang 

diketahui dari mass media, tetapi ia pasti akan 

berhubunan pula dengan kantor catatan sipil untuk 

mengetahui apakah ada anak yang belum dewasa atau 

tidak dalan perkawinan atau kelura orang yang 

meninggal dunia tersebut. Sedangkan biasanya 

seperti iuga dalan peraturan yang berlaku baha 

Balai Harta Peninggalan itu baru bertindak apabila 

telah ada laporan kenatian dari pihak yang 

keluarganya meninggal dunia kepada catatan sipil, 

untuk kemudian diteruskan dan diberitahukan kepada 

Bala Harta Peninggalan terhadap setiap peristiwa 



kenatian. Seperti tersebut dalan pasal 380 KUH 

Perdata dimnana catatan sipil harus memberi 

tahukannya kepada Balai Harta Peninggalan dalan 

waktu 24 jam setelah laporan kenatian tersebut 

diterima. Adapun laporan kenatian itu sendiri harus 

dicatatkan pada kantor catatan sipil dalan waktu 

tiga kali 24 an. Tetapi karena pada kenyataannya 

sering kali sudah 3 bulan dari kematiannya gi 

pewaris baru keluarga yang ditinggalkan itu melapor 

pada kantor catatan sipil sehinga dapat teradi 

bahwa ketika Balai Harta Peninggalan datang ke 

tempat ting&al kenatian tersebut, maka rumah itu 

dalan keadaan kosong, karena para ahli waris sudah 

pindah. Untuk menghindari hal tersebut maka Balai 

Harta Peninggalan sering kali tanpa menungu 

peberitahuan dari catatan sipil langsung bertindak 

sendiri mendatangi keluarga orang yang 

meninggal dunia di rumah kemnatian seperti tersebut 

diatas. 

Instansi lain yang terkait dalam tugas Balai 

Harte Peninggalan sebagai wali pengawas yaitu 

notaris, karena notaris adalah merupakan satu­ 

satunya pejabat unun yang berwenang mnenbuat akta 

otentik, dalam hal ini notaris sebagai pihak yang 

enbuat dan menyimpan surat wasiat. Apabila si 

penbuat wasiat tersebut meningeal dunia, maka ja 

mempunyai kewajiban untuk mnenyampaikan adanya surat 



wasiat tersebut kepada yang berkepentingan, dan 

kepada Balai Harta Peningalan dalan waktu 1 (satu) 

bulan setelah notaris mengetahui adanya kenatian 

tersebut. 

Heang dalan hal peranan Balai Harts 

Peninggalan sebagai wali pengawas ini secara 

langsun tidak berhubungan dengan pengadilan 

negeri, karena Balai Harta Peninggalan akan tampil 

secara lansung sebagai wali pengawas apabila dalam 

natinya si pewaris nasih ada anak dibawah unur yang 

menadi ahli warisnya, Tetapi apabila ternyata 

terhadap harta warisan tersebut masih terdapat 

(ads) sengketa, maka hal ini harus diselesaikan 

terlebih dahulu di pengadilan negeri. 

Secara keseluruhan dalan prakteknya tugas 

Balai Harta Peninggalan sampai sekarang mnasih tetap 

seperti pada anan sebelun kenerdekaan yaitu pada 

asa penduduk Indonesia mnasih dibedakan mnenjadi 

tiga kelonpok berdasarkan pasal 183 IS, yaitu hanya 

berlaku untuk orang-orang pada KUH Perdata saja 

khususnya orang-orang Eropa, orang timur asing dan 

timur asing bukan Tionghoa. Disinilah yang akan 

meninbulkan kepincangan-kepincangan karena dalan 

prakteknya banyak orang-orang pribumi sendiri yang 

sudah tunduk kepada KUH Perdata, tetapi tetap tidak 

menggunakan jasajasa dari Balai Harta Penigalan 

bagi dirinya. Mengenai hal ini dapat diganbarkan 



dengan adanya kasus perkainan canpuran yang banyak 

teriadi sekarang ini, antara mereka yang menakai 

hukun barat dengan orang-orang pribuni yang tunduk 

pada hukum adat. Misalnya seorang suani Tionghoa 

enganut hukun barat, sedangkan si isteri seorang 

pribumi yang tunduk pads hukun adat. Apabila sl 

suami yang eninggal dunia terlebih dahulu, maka 

anak-anaknya yang nasih dibawah umur terhadap harta 

penindgalannya, 

bertindak 

Balai Harta Peninggalan akan 

tetapi sebagai wali pengawas, Akan 

apabila yang meninggal dunia lebih dahulu adalah si 

isteri, naka anak-anaknya yang masih di baah unmur 

terhadap penbagian harta warisannya tidak akan 

mendapat pengawasan dari Balai Harta Peningealan. 

Hal ini karena Balai Harta Peningalan hanya akan 

bertindak sebagai wali pengawas apabila si pewaris 

tunduk pada undang-undang hukumn perdata (KUH 

Perdata) saja. 

Dilain pihak didalan praktek ternyata 

persengketaan nasalah tentang pewarisan yang sering 

timbul dan yang permasalahannya sampai diajukan ke 

pengadilan negeri justru bukan dari kalangan mereka 

yang memakai asa Balai Harta Peninggalan yaitu 

mereka yang tunduk pada KUH Perdata, melainkan 

ustru mereka yang berasal dari golongan bumi 

putra. 
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Sedangkan nasalah yang mnenyangkut penbagian 

warisan yang sampai ke pengadilan negeri dari 

ereka yang tunduk pads nereka KUH Pedata, atau 

mereka yan menggunakan asa Balai Harta 

Peninggalan yaitu hanya berkisar pada masalah ninta 

penetapan ahli waris berhubung mereka belun 

tercatat sebagai ahli waris, dan pemunculannya 

sebagai ahli waris tersebut terjadi setelah si 

pewarisnya meningal dunia. Karena itulah naka 

ereka harus inta penetapan sebagai ahli waris 

kepada pengadilan negeri dengan enyerahkan bukti­ 

bukti dan saksi-saksi yang menguatkan dirinya 

benar -benar sebagai ahli waris dari si pewaris 

tersebut. Denikian pula apabila diketahui ada anak 

diluar kawin yang lalai belun didaftarkan dan 

dinasukkan pads akta perkawinan orang tuanya, maka 

apabila harta warisan tersebut akan dibagi dan 

Balai Harta Peniggalan mengetahui tentang hal itu, 

aka Balai Harta Peninggalan akan meinta kepada 

wali supaya menintakan pengesahan dahulu atas anak 

luar kawin yang belun disyahkan tesebut pada kantor 

atatan sipil dengan mnenyertakan bukti akta 

kelahiran yang telah didapatnya ketika mendaftarkan 

kelahiran anaknya dahulu. Adapun notaris hanya 

bertugas mnembuat akta pengakuan anak terhadap anak 

luar kawin yang dilakukan dihadapannya. 



Hasil penelitian nenunjukkan bahwa kewajiban 

Balai Harta Peninggalan dalan mengawasi pengurusan 

harta warisan nilik anak yang belumn dewasa oleh 

ali ialah dengan meninta, atau nemaksa kepada wali 

untuk menbuat inventarisasi atas semua barang 

barang atau harta peninggalan yang nenadi 

anak yang belun dewasa. Apabila wall 

bagian 

tidak 

melaksanakan perintah Balai 

tersebut, aka Balai Hartt 

Harta 

Peninggalan berhak 

Peniggalan 

melakukan penuntutan ganti rugi kepada wali yan8 

berupa biaya, rugi dan bunga. Ketentuan ini ternuat 

dalan pasal 370 KUH Perdata, Adapun pentingnya 

perhitunan 

Balai Harta 

pertangung awaban yang dininta oleh 

Peninggalan ini adalah sebagai 

pengecekan dan untuk nencegah jangan sanpai harta 

warisan mnilik anak dibawah unur menjadi berkurang, 

bahkan supaya dapat berkenbang bila akhir 

perwaliannya nanti. 

Saat berakhirnya togas Balai 

Peninggalan sebagai wali pengawas adalah sans saat 

berakhirnya perwalian yang dilakukan oleh par# 

wali, ialah sanpai anak nenjadi dewasa atau pada 

saat meninggalnya anak. Ketentuan engenaj hal ini 

diatur dalan pasal 375 KUH Perdata. 

Cara pebagian warisannya telah diserahkan 

kepada pihaknya sendiri, tetapi mengenai penbuatan 

akta warisannya, para ah]i waris harus tetap 



eninta bantuan notaris, karena hanya notarislah 

yang berhak engeluarkan akta penbagian warisannya. 

Dala hal yang denikian ini naka Balai Harts 

Peninggalan nenpunyai tugas sebagai pengavas agar 

para ahli waris tidak nerasa dirugikan oleh ahli 

waris yang lain supaya hak dari ahli waris anak 

dibawah unur tidak dilangar serta supaya penbagian 

harts warisan tersebut dapat dilakukan dengan 

seadil-adilnya sesuai dengan daftar yang ads pada 

Balai Harts Peninggalan, Dalan penbuatan akta 

penbagian warisan inipun notaris tidak dapat 

bekeris sendiri, hal ini dikarenakan didalan proses 

penbuatan akta tersebut harus pula nendapat 

persetuJuan dari pihak Balai Harta Peninggalan 

sebagai wali pendawasnya. Didalan penawasannya 

disini oars yang dilakukan oleh Balai Hart 

Peninggalan yaitu bahwa sebolun konsep akta 

tersebut dibuat akta, maka terlebih dahulu notaris 

harus engirinkan konsep akta-akta tersebut kepads 

Balai Harta Peninggalan untuk dicocokkan dengan 

hasil penelitian yang telah diperolehnya, baik yang 

berasal dari laporan kantor catatan sipil mnaupun 

yang berasal dari hasil wawancara antara Balai 

Harta Peninggalan dengan wali dan ahli waris 

sendiri, Dan akhirnya setelah konsep akta penbagian 

warisan tersebut telah dinilai adil oleh harta 

peninggalan barulah dikembalikan lagi kepada 
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notaris untuk dibuat suatu akta penbagian warisan 

yang akan mepunyai kekuatan yang otentik, sehingga 

apabila ada orang yang menyangkal akan kebenaran 

dari akta tersebut, maka dengan sendirinya orang 

tersebutlah yang harus enbuktikan terhadap ketidak 

benaran dari akta tersebut. 

Maka setelah akta penbagian warisan tersebut 

selesai, barulah penbagian warisan tersebut dapat 

dilaksanakan dengan dihadiri dan ditands tangani 

oleh para pihak sendiri atau wali Balai Harta 

Peninggalan sebagai wali pengawas serta saksi-saksi 

yang biasanya dianbil dari pedawai notaris sendiri, 

dinana penanda tangannya tersebut dilakukan 

dihadapan Notaris tersebut. 

Dengan adanya tugas yang dibebankan kepada 

Balai Harta Peninggalan seperti yang telah tersebut 

diatas, maka sebagai tinbal balik atas jerih payah 

itu, maka Balai Harta Peninggalan mempunyai hak. 

Hak Balai Harta Peninggalan tersebut berupa upah 

atau leges, karena dengan upah itupulalah Balai 

Harta Peninggalan menperoleh pendapatan, pendapatan 

yang diperoleh Balai Harta Peninggalan ini akan 

enjadi tanbahan bagi pendapatan negara, karena 

pendapatan Balai Harta Peninggalan tersebut 

kenudian disetorkan kedalan kas negara. Mengenai 

upah atau lees ini, Balai Harta Peninggalan tidak 

dapat menarik sekehendaknya, karena sudah diatur 



dala "Algeneen Tarief Voor De Belooninger Der 

Weeskaners in Indonesia" yang ditetapkan dengan 

Besluit Gubernur Jendral tanggal 21 Novenbe 1924 

dan mulai berlaku pada tanggal 1 Desenber 1924 

(STBL 1924 No. 523 Yo 524). Dan upah atau leges itu 

ada sepanjang terdapat ahli waris anak dibawah 

I 
I 

umur. Adapun besarnya upah yang diterina oleh 

Balai Harta Peninggalan seperti yang tertuang dalan 

keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

tangal 26 Juni 1972 No. J,5.5/5/16 adalah 3 3/4 

dari harta warisan yang ada. 

Dengan denikian fungsi Balai Harta 

Peninggalan dala melakukan tindakan hukun untuk 

penbuatan akta notaris/otentik sangat menonol 

dengan cara ikut serta secara langsuns dalan 

penbuatan akta-akta notaris yaitu dengan meneriksa 

dan nencocokkan konsep akta yang telah dikirinkan 

oleh Notaris berdasarkan hasil peneltian yang 

diperolehnya baik berasal dari waancara antara 

Balai Harta Peninggalan dengan wali dan uga 

berpedonan pada daftar inventaris yang telah dibuat 

oleh wali dan Balai Harta Peninggalan juga ikut 

nenandatangani akta penbagian warisan tersebut. 

ApAbila Balai Harta Peninggalan tidak ikut serta 

dalan penanda tanganan akta penbagian warisan, maka 

akta tersebut diangap caoat demi hukun. Dengan 

denikian fungsi akta penbagian warisan mnenpunyai 



kekuatan hukun dan dapat dijadikan bukti yang kuat 

apabila suatu nanti teradi sengketa mengenai harta 

warisan, sehingga disini peran Balai Harta 

Peningalan sebagai wali pengawas adalah untuk 

mengawasi tindakan wali agar tidak menyimpang dari 

ketentuan-ketentuan yang ada dan untuk melindungi 

kepentingan ahli waris anak dibawah unur, supaya 

hak-haknya tidak dirugikan oleh ahli waris yang 

lain ternasuk ibunya sendiri. 



BAB IV 

PENUTUP 

4.1.  Kesinpulan 

Pada bab terakhir dari penulisan ini penulis 

akan neberikan beberapa kesinpulan sebagai 

berikutr 

1. Peranan Balai Hart Peninggalan sebagai wali 

pengawas dalan penbagian harts warisen terhadap 

anak dibawah unur yaitu bahwa Balai Harta 

Peninggalan selaku wali pendawas adalah mewakill 

kopentingdan-kepentingan dari anask yang belun 

dewasa untuk nengadakan pengawasan terhadap 

tindakan-tindakan si wali agar tidak nerugikan 

hak-hak dari anak yang belun dewass terhadap 

kepentingdan harts peninggalan karena anak 

tersebut dalam keadaan tidak napu untuk 

olakukan perbuatan hukun sehingea sudah 

sepantasnyalah pihakpihak yang kurang atau 

lenah kedudukannya itu dilindungi, dalan hal ini 

dilindungi oleh Balai Harta Peningalan. Dan 

setiap tahun Balai Harta Peninggalan sebagai 

wali pengawas akan ninta kepada para wali 

kecuali kepads uwali ayah atau ibu, untuk enbuat 

laporan perhitunan seoara ringkas atas harta 

kekayaan si anak yang belun dewass yang berada 

di bawah perwaliannya. 

6 



2. Fungsi 

warisan 

akte notaris dalan penbagian 

anak di bawah unur adalah 

harta 

sangst 

penting, karena akta tersebut nenpunyai kekuatan 

hukum yang kuat sehin&a apabila suatu saat 

nanti teriadi sengketa mengenai harta warisan 

aka ahli waris tersebut dapat mnemnbuktikan 

kebenarannya bahwa ia adalah ahli waris yang sah 

dari pewaris dengan menunjukkan akta notaris 

tersebut, sehinga disini kepentingan dan hak­ 

hak dari ahli waris anak dibaah umur tersebut 

akan dilindungi. Selain itu akta notaris Juda 

dapat dijadikan sebagai bukti adanya penbagian 

warisan. 

3. Dalan ha Balai Harta Peninggalan sebagai wali 

pengawas 

Ada pun 

aka ia nenpunyai hak 

kewajiban-kewaiban 

dan kewajiban. 

Balsi Harta 

Peninggalan sebagai wali pengawas adalah sebagai 

berikut : 

Mewakili kepentingan si anak, apabila ini 

bertentangan dengan si wali. 

Mengharuskan si wali enpunyai inventaris 

warisan yang dijatuhkan pada si wali.  

Mengawasi pengurusan harts si anak oleh si 

wali. 

Tiap tahun nints perlindungan 

Jawaban seoara singkat dari si wali. 
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Menuntut penecatan terhadap si wali apabils 

tanda-tanda adany kecurangan at8u 

kealpaan yang besar dari si wali 

Perintaan kepada pengadilan untuk engangkat 

awali baru, ika pernintaan terluang. 

Adapun hsk Balei Harts Peninggalsn adslash berupa 

upah atau leges Dan upah atau leges itu ada 

epanjang terdapat ahli waris snak di bawah 

uour. Besarnya upah yang diterins oleh Bali 

Harta Peninggalan adalah 3 3/4 dari harta 

warisan yang ada. 

4 . 2 .  Saran-saran 

1 Dengan adanya peranan dan ass Balai Harts 

Peningalan yang lebih bersifat sosial tersebut 

hendaknya dspat pula dinikati tidsk hsnya oleh 

sebagian keoil bangsa Indonesia, tetapi eliputi 

iuga seluruh bangs Indonesia. 

2. Supaya pengaturan Balei Harta Peninggalan dapat 

pule eliputi seluruh bangs Indonesia, 

untuk penbentukan hukun nasional yang 

aka 

akan 

datang hendaknya penerintah enyempurnakan pula 

peraturan Balai Harts Peninggalan yang sekarang 

sudah tidak sesusi dengan Janan keerdekaan, 

karena nasih mencerinkan sifat kolonialisme 

Belanda. 
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